
 

 

 

 
 

PERUBAHANKE
2018TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN 

Menimbang : a. bahwaberdasarkan
800/3004/BPBD/2018 menyatakanpadatanggal 12 
sampaidengan 13 Agustus 2018 
terjadibencanaanginputingbeliung di kawasanrelokasisiosar;

b. bahwaberdasarkanketentuanPasal 2 ayat
PeraturanBupatiKaroNomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran, 
PelaksanaandanPertanggungjawabanBelanjaTidakTerduga
bahwa
diperuntukkanuntukk
sifatnyatidakbiasaatautidakdiharapkanberulang
ulanganbencanaalamdanbencanasosial yang 
tidakdiperkirakansebelumnya

c. bahwaberdasarkan
(d)
2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAngg
2018
geriNomor
tentangPerubahanatas
Tahun 2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAnggaran 2018, 
diluartangga
didanaimelaluibelanjatidakterdugadilakukandenganpergeseran
anggarandaribelanjatidakterdugakebelanja SKPD 
berkenandan/ataubelanja PPKD;

d. bahwaberdasarkan
uruf a
perlumenetapkanPeraturanBupa
sParaturanBupatiNomor 01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018;

 

Mengingat : 1. Undang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

 
 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 38 TAHUN 201

 

TENTANG 
 
 

KEENAMATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 20
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI KARO, 
 

bahwaberdasarkanKeputusanBupatiKaroNomor 
800/3004/BPBD/2018 menyatakanpadatanggal 12 
sampaidengan 13 Agustus 2018 
terjadibencanaanginputingbeliung di kawasanrelokasisiosar;
bahwaberdasarkanketentuanPasal 2 ayat
PeraturanBupatiKaroNomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran, 
PelaksanaandanPertanggungjawabanBelanjaTidakTerduga
bahwabelanjatidakterdugamerupakanbelanja yang 

peruntukkanuntukkegiatan yang 
sifatnyatidakbiasaatautidakdiharapkanberulang
ulanganbencanaalamdanbencanasosial yang 
tidakdiperkirakansebelumnya; 
bahwaberdasarkanketentuanpadaangka V.

)LampiranPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 Tahun 
2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAngg
2018sebagaimanatelahdiubahdengan
geriNomor134Tahun 2017 
tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 
Tahun 2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAnggaran 2018, 
diluartanggapdarurat yang 
didanaimelaluibelanjatidakterdugadilakukandenganpergeseran
anggarandaribelanjatidakterdugakebelanja SKPD 
berkenandan/ataubelanja PPKD;
bahwaberdasarkanpertimbanganseb
uruf a, huruf b
perlumenetapkanPeraturanBupa
sParaturanBupatiNomor 01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018; 

Undang-UndangDrt Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

BUPATI KARO 
2018 

PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

YANG MAHA ESA 

KeputusanBupatiKaroNomor 
800/3004/BPBD/2018 menyatakanpadatanggal 12 
sampaidengan 13 Agustus 2018 
terjadibencanaanginputingbeliung di kawasanrelokasisiosar; 
bahwaberdasarkanketentuanPasal 2 ayat (1) a. 
PeraturanBupatiKaroNomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

PelaksanaandanPertanggungjawabanBelanjaTidakTerduga, 
belanjatidakterdugamerupakanbelanja yang 

egiatan yang 
sifatnyatidakbiasaatautidakdiharapkanberulangsepertipenangg
ulanganbencanaalamdanbencanasosial yang 

ketentuanpadaangka V.19 huruf 
LampiranPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 Tahun 

tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAnggaran 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNe
Tahun 2017 

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 
Tahun 2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAnggaran 2018, kegiatan lain 

pdarurat yang 
didanaimelaluibelanjatidakterdugadilakukandenganpergeseran
anggarandaribelanjatidakterdugakebelanja SKPD 
berkenandan/ataubelanja PPKD; 

pertimbangansebagaimanadimaksuddalamh
, huruf b,danhurufc

perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPerubahanKeenamata
sParaturanBupatiNomor 01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

800/3004/BPBD/2018 menyatakanpadatanggal 12 
sampaidengan 13 Agustus 2018 

(1) a. 
PeraturanBupatiKaroNomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

belanjatidakterdugamerupakanbelanja yang 
egiatan yang 

sepertipenangg
ulanganbencanaalamdanbencanasosial yang 

19 huruf 
LampiranPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 Tahun 

aran 
PeraturanMenteriDalamNe

Tahun 2017 
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 

Tahun 2017 

kegiatan lain 
pdarurat yang 

anggarandaribelanjatidakterdugakebelanja SKPD 

agaimanadimaksuddalamh
c, 

titentangPerubahanKeenamata
sParaturanBupatiNomor 01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 



 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
PerubahanKeduaatas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5165); 

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
AnggaranPendapatandanBelanjaNegara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 244); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

3. Peraturan… 



 

 

 
 
 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan 
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Tahun 2018 
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 825); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 
tentangPengelolaanHibahdariPemerintahPusatkepadaPemerint
ah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1969); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
KaroNomor 01); 

19. Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karo(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015
Nomor 37); 

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo 
Tahun 2017 Nomor 04); 

21. Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2017 tentangTata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Belanja Tidak Terduga(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2017 Nomor 27); 

22. Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karo  Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018Nomor 
01)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganPeraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 
2018tentang 
PerubahanKelimaatasPeraturanBupatiKaroNomor 01 Tahun 
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja 

14. Peraturan… 



 

 

Daerah KabupatenKaroTahunAnggaran 2018 (Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018 Nomor37); 

 
 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAMATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUNANGGARAN 2018. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 01) 
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanBupatiNomor 37 
Tahun 2018 tentangPerubahanKelimaatasPeraturan Bupati Nomor 01Tahun 
2018tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 37) diubah 
sebagai berikut: 

1. KetentuanPasal 1 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut: 
 

Pasal1 

1). Pendapatan    
 a. PendapatanAsli Daerah Rp. 147.750.976.065,00  
 b. Dana Perimbangan Rp. 966,272,378,964.00  
 c. Dana lain-lain 

pendapatandaerah yang 
sah 

Rp. 200.285.884.325,00  

 JumlahPendapatan Rp. 1,314,309,239,354.00  
2). Belanja   
 a. BelanjaTidakLangsung    
 1) BelanjaPegawai Rp. 628.405.481.019,00  
 2) Belanja Hibah  Rp. 28.748.400.000,00  
 3) Belanja Bantuan Sosial  Rp. 100.000.000,00  
 4) Belanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa  

 
 
 
Rp. 

 
 
 

5.143.899.991,00 

 
 

 5) Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa  

 
 
 
 
Rp. 

 
 
 
 

249.801.592.426,00 

 

 6) Belanja Tidak Terduga Rp. 406.907.225,00  
  Rp. 912.699.373.436,00  
 b. BelanjaLangsung    
 1) Belanjapegawai Rp. 69.257.639.138,50  
 2) Belanjabarangdanjasa Rp. 288.475.162.343,50  
 3) Belanja modal Rp. 135.980.446.313,00  
  Rp. 493.713.247.795,00  
 JumlahBelanja Rp. 1.406.319.528.456,00  
 Surplus/(defisit) Rp. (92.010.289.102,00)  
    

MEMUTUSKAN… 



 

 

3). Pembiayaan     
 a. Penerimaan Rp. 92.010.289.102,00   
 b. Pengeluaran Rp. -   
 JumlahPembiayaan Rp. 92.010.289.102,00   
 SiLPAtahunberkenan Rp. 92.010.289.102,00  

 
 

2. KetentuanLampiran I 
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran I yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

3. KetentuanLampiran II 
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran II yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal  September2018 
 

BUPATI   KARO, 
 
 
 
 
 

TERKELIN BRAHMANA 
 

Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 28September2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

 
 
 
 
 

KAMPERAS TERKELIN PURBA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018NOMOR23 

2. Ketentuan… 


